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PENGERTIAN SISTEM

Serangkaian unit-unit atau sub-sub 
sistem, yang saling kait mengkait, t
ergantung satu sama lain membent
uk satu kesatuan.

DAVID EASTON



CIRI-CIRI SISTEM POLITIK

 Identifikasi : adanya unit dan batas

 Adanya In Put dan Out Put.

* Input : Tuntutan ( demand) dan dukungan ( support)

* Out Put : Kebijakan ( Policy) dan Keputusan (Decision )

 Adanya Differensiasi fungsi

 Adanya Integrasi



FEED BACK

KERANGKA KERJA SIST POL

Konversi

L, E, Y, B



LINGKUNGAN SISTEM POLITIK
 Lingk. Internal yaitu lingkungan dimana Sist Politik i

tu berada. Dalam hal SPI, maka lingkungan dimaks
ud adalah :

- Sistem Sosial Indonesia

- Sistem Budaya Indonesia

- Sistem Ekonomi Indonesia

- Sistem Ekologi Indonesia

- Sistem Demografi Indonesia

 Lingk. Ekternal yaitu lingk diluar masyarakat diman
a sist itu berada. Dlm hal ini adalah dunia internasi
onal



KAPABILITAS SISTEM POLITIK

 Kapabilitas Ekstraktif

 Kapabilitas Responsif

 Kapabilitas Distributif

 Kapabilitas Evaluatif

 Kapabilitas Internasional



INFRA STRUKTUR POLITIK

 Kelompok Kepentingan / Penekan

 Ornop/LSM

 Organisasi Masyarakat

 Pers/  Media  Masa

 Mahasiswa

 Partai Politik



Kelompok Kepentingan dan Ormas

 Sejarah Indonesia mencatat bahwa organisasi kemasyara
katan dibentuk untuk memperjuangkan dan melindungi 
kepentingan anggotanya

 Pada tahun1908, BU sebagai gerakan kesadaran kultural 
untuk emansipasi. Aatau jauh sebelumnya, tahun1899, T
iong Hoa Hwe Koan (Perserikatan Orang-orang China) ya
ng menuntut kesamaan hak sebagaimana orang Jepang 
di Hindia Belanda

 Pada masa kemerdekaan, revolusi, Orde Baru dan sampa
i saat ini ormas dan kelompok kepentingan memiliki pera
n strategis dalam perjuangan kepentingan



Kekuatan Politik Mahasiswa

 Mahasiswa itu memiliki struktur yang unik dikarenakan masa ketika 
menjadi mahasiswa adalah masa transisi sebelum mereka melanjutk
an dirinya sebagai seorang profesional, pejuang, politisi, atau pengus
aha.

 Mahasiswa tdk hanya dididik untuk mampu bersifat kritis, juga dihar
apkan  mampu mentransformasikan kehidupan ke arah masyarakat 
modern, demokratis dengan  tetap berakar pd budaya bangsanya.

 Mahasiswa menjadi salah satu sumber kader kepemimpinan bangsa 
dan negara. (1908,1928,1945, 1966, 1974, 1998)

 peristiwa-2penting sejarah bangsa Ind tidak bisa dilepaskan dari pera
n serta para mahasiswa bahkan ia menjadi pelopor utama gerakan 
pembaruan dan revolusi tersebut. Oleh karenanya mhsw sering dise
but agent of change



 Pada masa demokrasi liberal,  organisasi mahasiswa ini berafiliasi 
pada partai politik dan menjadi sumber kader pemimpin bagi part
ai politik. Contoh : Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI)
di bawah PNI. Gerakan Mahasiswa Sosialis Indonesia (GMS/Germa
sos) dengan PSI dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dengan Ma
syumi serta Concentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI) de
ngan PKI.

 Pd masa Orde Baru ada kebijakan NKK/BKK yg menjauhkan mahasi
swa dari politik. Dewan Mahasiswa diganti dengan Senat Mahasis
wa, yang keberadaannya sangat formalistik

 Meskipun demikian di bawah keterbatasan, kungkungan, ancaman 
pidana subversif dan penculikan mahasiswa mampu meruntuhkan 
tembok Orde Baru

 Mahasiswa sering dianggap sebagai pilar kelima demokrasi setelah 
pers



Kekuatan Media/Pers

 Media merupakan pilar demokrasi keempat.

 Media memiliki fungsi sebagai alat kontrol dan pendidikan po
litik

 Dalam perkembangannya media saat ini sering menjadi alat k
ekuasaan politik, sehingga tidak dapat netral dan seimbang d
alam pemberitaan.

 Media massa telah dikuasai oleh kekuatan modal dan para pe
milik kepentingan.

 Media memiliki pengaruh besar dalam pembuatan opini publ
ik dan 



Demokrasi dan Reformasi Pol Ind

 Runtuhnya sistem Politik Orde Baru yang otoritarian membuka ruang adanya demokra
tisasi dalam segala bidang.

 Di bidang politik, reformasi dimulai dengan dilakukannya amandemen terhadap UUD 
1945 yang dianggap multi tafsir dan bisa digunakan oleh regim penguasa untuk melan
ggengkan kekuasaannya.

 Oleh karenanya kebebasan berserikat, berkumpul, berpendapat dibuka luas, sehingga 
parpol dan ormas muncul bak jamur di musim hujan. 

 Pembatasan kekuasaan dilakukan baik terkait lingkup kekuasaan maupun masa jabata
n berkuasa.

 Namun di luar kesemuanya itu, nilai-nilai baru dalam masyarakat belum terbentuk seh
ingga yang terjadi adalah euforia politik dan kebebasan tanpa nilai. 

 Partai politik yang tumbuh tanpa kelembagaan yang matang, elit2 politik baru muncul 
dengan kekuatan modal dan selebritas, korupsi yang merajalela menjadi pekerjaan ru
mah untuk menuju konsolidasi demokrasi.

 Demikian juga dengan penegakan hukum yang lemah (padahal dalam demokrasi, supr
emasi hukum menjadi salah satu indikator utama untuk mengurangi kesewenang-wen
angan politik.



Partai Politik dan Sistem  Kepartaian Ind

 Partai politik di Indonesia, pertama kalinya dikenal pada tahun 1912 (10 Sept), keti
ka HOS Tjokroaminoto mendirikan Sarekat Islam (yg waktu itu blm mau menyebut
kan bahwa SI adalah parpol)

 Ada yang menyebutkan bahwa parpol yang dibangun atas kesadaran adalah PNI y
ang digagas Hatta dari Perhimpunan Indonesia.

 Parpol tumbuh pesat ketika dikeluarkannya Maklumat Wapres No X  tanggal 3 Nov 
1945 untuk persiapan pemilu pada Januari 1946. Maka berdirilah PNI, Masyumi (7 
Nov), Partai Sosialis (yang merup gabungan dari PSI dan PRS, Desember), Parkindo 
dan Partai Katolik (10 Nov), PKI (21 Okt), PBI (9 Nov) dan partai Rakjat Djelata. 

 Pada Pemilu 1955 diikuti 36 parpol dan 27 parpol peroleh kursi di parlemen
 Pada masa Orde Baru dari 9 parpol pada pemilu 1971 menjadi 2 parpol pada pemi

lu berikutnya, dan pasca Orde Baru kembali multi partai.
 Dilihat dari ideologi parpol dan jarak ideologi, dalam klasifikasi Sartori, Indonesia 

menganut sistem kepartaian pluralisme ekstrim- moderat. 



Pemilu dan Sistem Pemilu 

 Pemilu diselenggarakan sejak tahun 1955, dengan menggunakan sistem pemilu pro
porsional

 Pada pemilu 1955 diselenggarakan untuk memilih anggota DPR dan Dewan Konstitu
ante

 Pada Pemilu Orde Baru yang dilaksanakan semenjak tahun 1971, pemilu diselenggar
akan untuk memilih DPR-RI dan DPRD Tk.I dan DPRD tk II. 

 Peserta pemilu pada tahn 1971 sebanyak 9 parpol dan 1 golkar, dan pada pemilu sel
anjutnya sampai 1997 diikuti 2 parpol dan satu Golkar.

 Pemilu Orba dianggap penuh rekayasa dan mobilisasi sosial. Keseluruhan anggota D
ewan tersebut tidak sepenuhnya diangkat. 

 Masa Reformasi, dengan dibukanya kran demokrasi termasuk  keleluasaan pendiria
n parpol, pemilu pertama tahun 1999 diikuti 48 parpol, 2004 sebanyak 24 parpol; p
emilu 2009 sebanyak 38 parpol dan pemilu 2014 sebanyak 12 parpol

 Semenjak tahun 2004, pemilu juga dilaksanakan untuk memilih anggota Dewan Per
wakilan Daerah (DPD) dan Presiden secara langsung. Dan pada tahun 2005 pemilu k
epala daerah secara langsung

 Seringnya perubahan UU Pemilu menjadikan penyelenggaraan pemilu tidak pernah 
lepas dari permasalahan dan senantiasa menimbulkan gugatan.



Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, 
yang berbentuk Republik

[Pasal 1 (1)]

Negara Indonesia adalah 
negara hukum

[Pasal 1 (3)***]

Kedaulatan berada di tan
gan rakyat dan dilaksana
kan menurut Undang-Un

dang Dasar

[Pasal 1 (2)***]
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LEMBAGA LEGISLATIF IND

 Lembaga legislatiF Indonesia pertama kali didirikan pada jam
an Hindia Belanda dengan nama Volksraad. Pada masa ini bel
um ad apemilihan Umum dimana seluruh rakyat turut serta
dalam pemilihan wakil-wakil rakyatnya. Mereka yang memili
ki hak pilih hanya golongan tertentu yang merupakanwakil d
ari golongan-golongan dalam masyarakat. Mereka inilah yan
g memilih wakil-wakil dari masing-masing golongan dimaksu
d. Maka terpilihlah wakil-wakil rakyat yang mewakili golonga
n bumiputera, golongan Eropa, dannAsia Timur. Disamping it
u terdapat pula anggota-anggota yang diangkat.



 Setelah kemerdekaan, lembaga legislative Indonesi
a adalah KNIP yang semula dibentuk berdasarkan at
as aturan peralihan UUD 1945 yang tugasnya mem
bantu Presiden sebelum lembaga-lembaga lain seb
agaimana ketentuan UUD terbentuk. Tetapi dalam
perjalanannya, dengan dianutnya system pemerinta
han parlementer, maka mulai Nopember 1945, KNI
P berubah fungsi menjadi parlemen (legislative) di
mana seluruh anggotanya diangkat. Pada perkemba
ngannya, pada saat Indonesia menjadi Negara RIS, I
ndonesia mempunyai lembaga legislative berupa D
PR RIS yang keseluruhan anggotanya juga diangkat.



 Saat Indonesia kembali menjadi Negara kesatuan, berdasar
kan UUDS tahun 1950, legislative Indonesia berubah menja
di DPRS, dan seluruh anggotanya masih diangkat.

 Pemilihan Umum pertama kali baru dapat diadakan pad
a tahun 1955, yang menghasilkan DPR RI yang keseluruhan 
anggotanya dipilih. Perihal susunan legislative Indonesia da
n asal usul keanggotaannya sebagaimana dalam table di ba
wah ini



Dewan Periode Dipilih % Diangkat % JUMLAH %

Volksraad (18-42) 37 61,7 % 23 38,3% 60 100%

KNIP (45 – 49) 0 0,0 563 100% 563 100%

DPR RIS (49-50) 0 0,0 146 100% 146 100%

DPR S ( ’50 – 55) 0 0,0 235 100% 235 100%

DPR RI (55- 59) 257 100% 0 0,0 257 100%

DPR GR (60-65) 0 0,0 283 100% 283 100%

DPR GR Peralihan (65-71) 0 0,0 414 100% 414 100%

DPR RI (71- 77) 360 78,3 % 100 21,7% 460 100%

DPR RI (77- 82) 360 78,3 % 100 21,7% 460 100%

DPR RI (82- 87) 400 80 % 100 20 % 500 100%

DPR RI (87- 92) 400 80 % 100 20 % 500 100%

DPR RI (92-97 ) 400 80 % 100 20  % 500 100%

DPR RI (97- 99) 425 85 % 75 15 % 500 100%

DPR RI (99- 2004) 462 92 % 38 8 % 500 100%

DPR RI (2004-2009) 550 100 % 0 0.0 550 100%



JENIS & HIERARKI PUU
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UU 10/2004 UU 12/20
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UUD 1945

TAP MPR

UU

PERPU

PP

KEPRES

PERDA

UUD 1945

PP

PERPRES

PERDA

UU/PERPU

TAP MPR RI No. III/MPR/2000 UU No. 10 Tahun 2004

Substansi: Amanat TAP MPR No. I/MPR/2003: Hasil Kajian:

TAP MPR Nomor III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Ur
utan Peraturan Perundang-undangan

Hasil Kajian:
Dengan telah terbentuknya UU No. 10/2004 yang didalamnya diatur tentangtata urutan peraturan 

perundang-undangan, maka ketetapan ini tidak berlaku lagi. 
Namun demikian Pasal 7 ayat (4) UU No. 10/2004 dan penjelasannya, menyatakan bahwa peraturan yang 

dikeluarkan oleh MPR (sebagaimana yang ditetapkan dalam TAP MPR No. I/MPR/2003) masih diakui 
keberadaanya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Pasal 4 Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003



ASAS PEMB. PE
RATURAN PER-
UU-AN YG BAI

K

ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN 
PER-UU-AN YG BAIK

Keterbukaan

Kejelasan Tujuan
Kelembagaan atau organ 

pembentuk yg tepat

Kesesuaian antara jenis 
dan materi muatan 

Kejelasan Rum
usan

Kedayagunaan dan Kehasilgun
aan

Dapat dilaksanakan

Sumber : Pasal 5 UU No. 10/2004.



ASAS PERA
TURAN PER

-UU-AN

ASAS MATERI MUATAN PERATURAN PER-UU-AN

Kebangsaan 

Kekeluargaan

Bhineka Tunggal 
IkaKeadilan

KenusantaraanKetertiban & Kepasti
an Hukum

Keseimbangan, Kese
rasian & Keselarasan

Pengayoman 

Kemanusiaan

Kesamaan  Keduduk
an dlm Hukum & Pe

merintahan
Sumber : Pasal 6 ayat (1)  UU No. 10/2004.



Lembaga Eksekutif Indonesia

 Masa Demokrasi Parlementer/Liberal (1945-1959)

- kabinet parlementer yang sangat lemah

- Dalam waktu 14 tahun terjadi pergantian kabinet 19  kali, dengan 
umur kabinet paling lama 2 tahun yaitu Kabinet Ali Sastroamidjojo ke I 
( 30 Juli 1953- 12 Agustus 1955)dan paling pendek 2 bulan (Kabinet 
Amir Syarifuddin II: 11 Nop 1947- 29 Januari 1948). 

- Sumber jatuhnya kabinet ada tiga factor yaitu (1) oposisi dari luar 
parlemen seperti yang dialami oleh Kabinet  Syahrir I-III, dan Kabinet 
Amir Syarifuddin I dan II oleh kekuatan Tan Malaka yang tidak puas 
atas hasil perundingan pemerintah dengan Belanda. (2) Oposisi dari 
dalam parlemen karena ditandatanganinya acta perjanjian MSA 
dengan Amerika Serikat pada kabinet  Sukiman sehingga ada 
interpelasi dari parlemen (PIR), karena dianggap hal ini dapat 
merubah haluan politik yang bebas aktif. (3) Rapuhnya koalisi kabinet 
itu sendiri sehingga pemerintah tidak bisa bekerja efektif karena 
pertentangan dalam kabinet, akhirnya bubar 



 Kabinet Demokrasi Terpimpin ( 1959-1966)

- Kabinet Presidensiil, dengan kepemimpinan di tangan Presiden.

- Telah terjadi perombakan kabinet sebanyak 6 kali, dengan 
jumlah menteri pada kabinet terakhir (1965) sebanyak 96 
menteri yang disebut kabinet seratus menteri. Sukarno 
menempatkan ketua-ketua lembaga tinggi negara (MA, DPR, 
MPR, BPK, DPA) sebagai anggota kabinet, sehingga 
kedudukannya di bawah eksekutif.  

- melalui TAP MPR No, III/1963 telah menetapkan Sukarno 
sebagai Presiden seumur hidup. 

- Efektifitas kabinet dalam memecahkan persoalan masyarakat  
tidak dapat dicapai karena seluruh energi Negara dikerahkan 
untuk mendukung kebijakan luar negerinya Sukarno melalui 
konfrontasi dengan Malaysia, tentang Neokolim, rebut Irian 

Barat, dst



 Kabinet Demokrasi Pancasila/Orba (1966-1998)

- Kabinet Presidensiil dengan kekuatan dominan ada di tangan 
Presiden Soeharto

- Kabinet sangat stabil dan efektif namun otoritarian

- Terjadi sentralisasi Kekuasaan di tangan Soeharto melalui 
rekayasa hukum dan politik

- Penamaan Kabinet sesuai dengan tahapan pembangunan yaitu 

Pembangunan Lima Tahun ( Pelita I, II, III,IV dst)

 Kabinet Massa Reformasi (1998- sekarang)

- Kabinet Presidensiil dengan Presiden dipilih secara langsung 
sejak 2004

- Anggota Kabinet menggambarkan koalisi partai politik 
pendukung  presiden

- Kabinet cenderung lemah, karena tanpa didukung orang2 
profesional



Lembaga Yudikatif Indonesia

 Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdek
a untuk menyelenggarakau peradilan guna menegakkan h
ukum dan keadilan. 

 Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah 
Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dala
m lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agam
a, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata u
saha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.



Keanggotaan

 Mahkamah Agung : Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela
, adil, professional, &  berpengalaman di bidang hukum.
- Hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatka
n persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden

 Mahkamah Konstitusi :Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak 
tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangka
p sebagai pejabat Negara
- Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan 
oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang ole
h Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.
- Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya te
ntang Makamah Konstitusi diatur dengan undang- undang

 Komisi Yudisial : Berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewe
nang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormalan, keluhuran, martabat, serta per
ilaku hakim. ***)
- Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum s
erta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. 
- Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhen-ikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewa
n Perwakilan Rakyat.



Kepemimpinan

 Mahkamah Agung :  Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agu
ng dipilih dari dan oleh hakim agung 

 Mahkamah Konstitusi : Ketua dan wakil ketua Mahkamah 
Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim Konstitusi

 Komisi Yudisial : Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Ko
misi Yudisial diatur dengan undang-undang.



Kewenangan

 Mahkamah Agung : Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji pera
turan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-un
dang, dan mempunyai wewenang Iainnya yang diberikan oleh undang-unda
ng. 

 Mahkamah Konstitusi :berwenang mengadili pada tingkat pertama dan tera
khir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap 
Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara ya
ng kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembu
baran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umu
m: wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat me
ngenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut 
Undang-Undang Dasar. 

 Komisi Yudisial : Berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan 
mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehor
malan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim. 



Birokrasi dan Politik di Indonesia

 Birokrasi Indonesia, terutama sejak Demokrasi Terpimpin ternyata tidak mamp
u bekerja secara efektif, produktif, dan memenuhi aspirasi rakyat yang disebab
kan oleh berbagai hal :

 berpolitik yang mengganggu profesionalisme

 jumlah personel dan struktur organisasi berlebihan

 rekrutmen tidak meritokrasi

 kultur yang feodalistik

 tidak berkompetisi secara terbuka

 Akibat utamanya ialah mengganggu proses ekonomi karena KKN dan mengha
mbat proses demokrasi karena cenderung otoriter. Pada masa Orde Baru, bah
kan birokrasi telah menjadi mesin politik bagi penguasa.

 Reformasi menghendaki depolitisasi birokrasi sehingga kembali ke jalan profes
sional. Oleh karenanya saat ini birokrasi tidak lagi diperbolehkan untuk berpoli
tik dengan menjadi pengurus partai politik, Tetapi sayangnya langkah itu belu
m dapat terealisir, karena dalam kenyataan, banyak posisi-posisi birokrasi yang 
semestinya merupakan jabatan karier ( eselomn I) sering diisi dari kaum politis
i.



Out Put SPI

 Kebijakan publik sebagai out put SPI merupakan hasil konversi ( pengolahan) in put (tunt
utan dan dukungan) menjadi hasil (keluaran) SPI. Fungsinya ialah mengatasi atau menyel
esaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat-bangsa dan Negara.

 Sejak demokrasi terpimpin proses pembuatannya penuh rekayasa dan tertutup sehingga 
tidak demokratik. Substansinya cenderung procedural dan ekstraktif karena mengutamak
an kepentingan penguasa nasional.

 Kebijakan publik pada masa Orde Baru dengan menekankan pada stabilitas politik dan pe
rtumbuhan ekonomi. Kestabilan politik dicapai dengan membuat kebijakan yang mengon
trol ketat terhadap pers, mengendalikan dan mengawasi aktivitas masyarakat, dan mengk
ooptasi ormas dan parpol.

 Pertumbuhan ekonomi dicapai dengan menerapkan kebijakan investasi dan pinjaman lua
r negeri secara besar-besaran, ekonomi berorientasi ekspor dan substitusi impor, menca
mpur sistem ekonomi pasar dengan Negara di bawah kendali dan inisiatif penguasa dan p
emerintah.

 Hasil yang ditunjukkan adalah pertumbuhan ekonomi cukup pesat mencapai 7-8 % perta
hun, tetapi dengan tingginya ketergantungan kepada luar negeri dan hutang lauar negeri 
yang juga cukup besar mencapai 130 miliar dollar AS. Pertumbuhan ekonomi ini tanpa dis
ertai dengan tingkat pemerataan yang memadai.

 Dalam bidang politik, pemerintah kuat, tapi tidak terkontrol dan masyarakat sipil cukup le
mah.



Out Put SPI

 Saat reformasi, dalam euphoria demokrasi, kebijakan yang dibuat o
leh pemerintah semenjak pemerintahan BJ Habibie kurang efektif, 
karena pemerintah yang tidak cukup memiliki dukungan yang kuat 
dalam parlemen, dan tidak adanya koalisi yang kuat dengan platfor
m dan visi yang sama antara partai politik yang berkoalisi.  Koalisi y
ang dilakukan seringkali  hanya untuk kepentingan sesaat.

 Transformasi SPI baru beranjak dari SPI berbasis tokoh ke SPI berba
sis partai politik.

 Kegamangan dalam memilih sistem yang konsisten juga menjadi sa
lah satu penyebab ketidak efektifan SPI dalam menyelesaikan perm
asalahan masyarakat.


